
 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 
NOMOR 1 TAHUN 

TENTANG 
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSIST.EM GAMBUT 

Menimbang: 

Mengingat: 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

a. bahwa gambut memiliki peran penting terhadap kelestarian 

lingkungan yang dapat dima, faatkan untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang wajib disyukuri, dijaga 

keseimbangan d.an kelestariannya agar memberikan 

manfaat sebesar-besa.rnya bagi kemakmura · rakya, baik 

generasi sekarang maupun generasi mendatang; 

b. bahwa mening'.katnya pemanfaatan Ekosistem Gambut yrd.llg 
tid.ak sesuai aturan mengakibatkan kerusakan terhadap 

fungsi lingkungan yang berimbas · terjadinya kebakaran 

hutan dan lahan di wilayah sekitar; 

c. bahwa untuk meningkatkan upaya perlindungan fungsi 

Ekosistem Gambut diperlukan pengatura:n dan upaya­

upaya untuk menjaga dan melestarikan Ekosistem Gambut; 

d. bahwa be dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam uruf a,. huruf b dan huruf c perlu men.etapkan 

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang�Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I · Sumatera Selatan 

,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1959 Nomor 

70, Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia 

Nomo,r 1814); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun I 999 tentang Kehutanan 

fLembaran Negara Republik ndonesia Tahun 1999 Nomor 

167, Tambahan Lembar-an Negara Republik lndo ,esia 

Nomor 3888),; 
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4. Undang-Undang Nomor 32 TJhun 2009 tentang Perlindungan clan Pengelolaan f Lingkungan Hidup 

l (Lembaran Negara Republik Indone�ia Tahun. 2009. Nom�r 140� Tambahan Lembaran Negark Repubbk Indonesia Nom,or 5059); I 5 .. Unda ng-Undang Nomor 23 Tcihun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1(Lembaran Ne,ara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamb4an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S.58 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah te.rakhir d�ngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PFbahan Ked.ua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarnn Nr Republik Indonesia. Ta.bun 20 5 Nomor 58, Tamb1: ·. an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);. 6. �er�turan. Pemerintah. Nomor 71 · ahu� 2014 tentang Perhndungan dan Pengelolaan 
I 

Ekosistem Gambut (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209
J 

Tamibahan Lembaran Negara .Republik Indonesia 
l Nomor 5580) sebagaimana telah diupah dengan Peraturan Pemerintah Nomor S7 Tahun 2016 t¢'ntang Perubahan atas Peraturan P'emerintah Nomor 71 !Tahun 2014 tentang ?e11li.Tiu-m1.1uru1 facr-1 'il�c..Jtl,.. ... - 1 C"i,.,...,.;,,..,..,...... r1: ... _.. i.. .. •'" 

-- - - g ·. ' '', 6"",.,..,,, I '«Q,.1.1 I Jj&.V'Q·.lOl..'-"'.1.11..,1, ...... �.1.211.IU'I..LI.. (Lembaran, Negara Republik lndonet T�un .. 2016 Nom�r 260,, Tambahan Lembaran Neganr- Republlk lndonesm Nomor 5957);. j 
I 

I Dengan Persetujuan Berfama DEWAN PERWAKILAN RAKYAf DAERAH PROVINSI SUMATERA SErTAN 
dan 

I GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN! I Menetapkan:. PERATUR_AN DAERAH TENTANG . ERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT 
BABI i KETENTUAN UMllJM Pasal I I Da]am Peraturan Da:erah ini yang dimr,ksud dengan : 1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera/Selatan .. 2. M,enteri adalah Menteri Linftlrungan Hidup clan \ Kehutanan R.epublik Indonesia .. 
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3 .. Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan. 

4 . Pemerintah Prov· s� adalah Oubemur dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
5.  Bupati./Walikota adalah Bupati/Wahkota. yang berada di 

wilayah Provinsi Sumatera Selatan. 

6.  Pemerintah Kabupa en / Kota adalah Bupati/Walikota 

dan Perangkat Daerah sebawn unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. 

7 .  .Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada 

Pemerintah Provinsi . 

8 .  Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut 

dengan nama lain, s.elanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang betwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan,. kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyara.k:at, hak asal usul , 

dan/atau ' ak trad" sional yang dialrui dan dihorma.ti 

dalam slstem pemerintahan Neg� Kesatuan Republik 

Indonesia. 

9 . Orang/ Badan U saha adalah orang perseorangan atau 

badan usaha, baik: yang berbadan hukum maupun yang 

tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha 

pada laha11 gambut. 

1 0 . Perlindungan dan Pengelo:laan Ekosis em Oambut adalah 

upaya sistematis dan terpa.du yang dilakukan untuk 

melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan menoegah 

terjadinya �erusakan Ekosistem Gambut yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan;. pengendalian; pemeliharaan, 

pengawasan, dan penegakan hukum. 

1 1 . Gambut adalah materia l organik yang terbentuk secara 

alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak 

sempurna atau lebih dan terakumulas·. pada rawa. 

12 .  Ekosistem Gambut adalah tat.an.an unsur Gambut yang 

merupakan satu kesatuarn utuh menyelu ruh yang sal ing 

mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, 
stabilitas, dan produktivitasn�a. 



 

. -4-1 3 . Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbo,, · penghasil oksigen� penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi iindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya. Ekosistem Gambut. 14. Fungsi l..indung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tert.entu yang mempunyai fungsi utama da!am perlindungan dan k.eseimbangan ta.ta. air, penyimpan cadangan karbon
t 

dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk: dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut. 1 5. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalain menunjang produktivitas Ekosistem Gambut mela lui kegiatan buclidaya sesuai daya dukungnya untuk dapat melestarikan fung$i Ekosistem Gambut. 1 6. Pemulihan kerusakan ekosistem gambut adalah upaya untuk mengembalikan fungsi ,ekosistem gambut secara fostari. 17. Kesatuan Hidrologj,s Gambut adalah ekos�stem gambut yang letaknya diantara 2 (dua) sungai dan Iaut dan/ atau pada rawa .. 1 8. Kanat adalah saluran yang menerlma beban limpasan. 19 .  Sekat Kana! adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dala.m sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan pennukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitamya. tetap basah dan sulit terbakar. 20. Izin Lingkungan adalah :izin yang cliberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha clan/ atau kcegiatan yang wajtib Amdal atau UKL-UPL dalam. rangka perlindlungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. 2 1 .  Titik Penaatan adalah satu atau lebili lokasi sebagai dasar untuk melaksanakan pengukuran muka air tanah pada Ekos� stem. Garn.but sebagai titik kontrol pengawasan. 
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22 . Tiillc Pengam atan adalah lokasi pemantauan yang 
dilakukan pada saat survei karakteristik Ekosistem 
Ga.mbut ·te:rmasuk pemantauan tinggi muka air melalui 
metode sistematik grid yang tersusun dari transek 
menibujur dan melintang. 

23. T.tik Pemantauan adalah satu atau lebih lokasi yang 
ditetapkan untuk dijadikan pengukuran tinggi muka air 
tanah secara rutin untuk mengetahui status kerusakan 
Ekosistem Gambut. 

24. M.asyarakat adalah masyarakat yang tinggal disekitar 
kesatuan hidrologi gambut dengan pemenuhan 
kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumberdaya 
alrun disekitar mereka. 

25 . Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA 
adalah kelom.pok masyarakat yang secara tu.run temurnn 
bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya 
ikatan pada asa1 usul Ieluhur, adanya hubungan yang 
kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai 
yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan 
hukum. 

26. Hak-Hak Masya:rakat adalah sekumpulan hak yang 
terkait dengan status hukum dari suatu penguasaan atas 
sumberdaya a.lam/ agra:ria dan pengusaan suatu barang 
yang mencakup akses, cara,,. dan lama waktu yang 
dinikmati dari suatu: barang. 

27 .  Perlindungan Hak-Hak Masyarakat adalah jaminan 
pengakuan oleh pemerintah terhadap hak-hak 
m.asyarakat adat clan lokal atas sumberdaya alam� tanah 
dan lahan serta barang-barang yang ada atasnya terkait 
dengan penguasa.an dan/ atau kepemilikan serta akses 
pemanfaatan dan kontrol . 

28. Kearl.fan lokal ada.la.h bagian dari budaya dari suatu 
masyarakat yang didasari oieh nilai-.nilai kebaikan yang 
dipercaya .. 

29.  Partisipasi Masyarakat adalah suatu proses keterlibatan 
masyarakat secara sadar dan nyata untuk menjaga dan 
mengelola ekosistem gambut agar terjad· keseimbangan, 
kelestarian dan kebedanjutan. 

30.  lnsentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya 
tarik secara moneter dan/ atau nonm.oneter kepada setiap 
orang ataupun pemerintah daerah agar melakukan 
kegiat.an yang berdampak positif pada cadangan sumber 
daya alam dan kuali.tas fungsi lingkungan hidup. 
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3 1 .  Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman 
secara moneter dan/ atau nonmoneter kepada setiap 

orang ataupun Femerintah dan pemerintah daerah agar 
mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada 
cadanga.n sumber daya alam dan. kualitas fungsi 
lingkungan hidup. 

32 . Pemantauan Restorasi Gambut adalah serangkaian 
kegiatan pengumpulan data sekunder dan primer terkait 
dengan perencanaan, anggaran dan pelaksanaan yang 

selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui apakah 
kegiatan restoras.·. bergerak dalam lintasan yang benar. 

33 . Analisis Mengenai Dam.pak Lingkungan Hidup, yang 

selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai 
dampak pen ting suatu Usaha dan/ atau Kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan rudup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan ten tang 

penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan. 
34. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Llngk--ungan Hidup, yang selanjutnya disebut 
UKL-UPL, adalah penge,olaan dan pemantauan terhadap 

Usaha dan/ at.au Kegiatan yang tidak berdampak pen ting 

terhadap J!ingk:ungan hidup yang cliperlukan bagi proses 
pengambila:n keputusan tentang penyelenggaraan Usaha 
dan/atau Kegiatan. 

35 .. Ad.aptasi Perubahan Iklim adaJah upaya yang dilakukan 
untuk meningkatkan kema mpuan dalam menyesuaikan 
dn-i terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman 
iklim dan kejadian ildim ekstrim sehingga potensi 
kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang 

yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapa.t 
dimanfaa:tkan, dan konsekuensi yang timbul alcibat 
perubahan iklim dapat diatasi. 

36. Mitig;3.si Perubahan lklim adalah se:rangkaian kegiatan 
yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emi.si 
gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggµlangan 
dampak perubahan iklim. 

37 . Anggaran Pend.apatan dan Belanja Daerah Pemerintah 
Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah 
Provinsi Sumatera. Selatan. 



 

Perlindungan berasaskan� 
-7- Pasal 2 dan Pengelolaan 

a. tanggung jawab; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. partisipa tif; d. keterpaduan; ,e .  keserasian dan keseimbangan; f. keadilan; g. kesetaraan. gender; h. kedayagunaan dan kebasilgunaan · � .  kearifan lokal; dan 

Ekosistem 

J - keterbukaan clan pedindungan hukum. Pasal 3 

Garn.but 

Tujuan P,erlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah untuk.: a. mertjaga keseimbangan dan kelest.arian Ekosistem Gambut agar dapat memberikan manfa at sosial, ekonomi� budaya, ekologi bagi masyarakat dengan earn memperbailci. fungsi alam lahan gambut, meningkatkan _ke�mampuan ll.irlrnlqgJ.s ec"ko..ajste.n::i gs12":1.bu! .d�n mendukung elmsistem yang ada diselcitar; b .  menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan kepada semua p,ihak yang memanfaatk.an ekosistem gambut; c. membangun kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Ekosistem Gambut secara baik; d. membangun partisipasi seluruh komponen masyarakat, berbagai pihak ermasuk lembaga non pemerintah untuk te:rlibat secara aktif mencegah kerusakan Ekos· stem Gambut dengan cara menjaga keseimbangan dan kelestariannya seca.ra berkelanjutan; e.  ineminimalkan potensi bencana alam yaitu banjir dan kekeringan serta kebakaran hutan d.an lahan; clan f. menghonnati d.an menghargai lrearifan lokal, hak-hak masyarakat berupa kepemilikan,. penguasaan, akses dan kontrol terhadap Ekosistem Gambut. 
Pasa1 4 Ruang Lingkup Perlindlungan dan Pengelolaan Eko,sistem Garnbut meliputi: a. perlindungan dan pengelolaan; 
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b. perlindungan ha.k Masyarakat dan Masyarakat Hukum 

Adat da.n Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di 
kawasan Ekosistem Gambut; 

c . peran serta Masyarakat; 
d . kerjasama; 
e . Insentif dan Dis:insentif; 
f. pe nyelesaian se ngketa; 
g . larangan dan sanksi; 
h. kelembagaan; 
i. pembinaan, pengawasan dan ,evaluas i; 

J . pembiayaan; 
k .  penyidika:n; dan 
l. ketentuan penutup. 

BAB U 

PERLlNDUNGAN DAN PENGELOLMN 
Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 5 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 
sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi� 

a. perencanaan; 
b. pemanfaatan;. 
c. pengendalian; 

d. pemeliharaan; dan 
e. tata kelola hidrologi gambut. 

Bagian Kedua 

Perencanaan 

Pasal 6 

( 1 )  Gubernu:r menetapkan r·encana perlindungan dan 
pengelolaan ekosistem garn but dan rerlebih da hulu harus 

mendapa:t rekomendasi teknis dari Me, teri; 

(2) Bupati / Walikota menyusun Rencana Pe rlindungan dan 

J?engelolaan Ekosistem Gam but Kabu p aten / Kota paling 

lam bat 6 (en.am) bulan jak Gubernur menetapkan 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan .Eko sistem 

Gambut. 

(3) Rencana. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 

Pr ovin si sebagaimana dimaksud pada ay at ( 1 )  disusun 

berdasarkan: 

a.  Rencana Perli ndungan dan Pengelolaan Ekosistem 

Gambut nas· onal ; dan 

b. Peta fungsi Ekosistem Gambut Pr ovinsi. 



 

1(4) Rencana P;erlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 
Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disusun berdasarkan: 
a .  Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosist.em 

Gambut Nasional; 
b .  Rencana Perlindung�n dan Pengelolaan Ekosistem 

Grunbut Provinsi; d.an 

c. Peta fungs.i Ekosistem Gambut Kabupaten/Kota. 
(5) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Garn.but 

Provinsi terdiri dari fungsi budidaya dan fungsi lindung 
yang, dilengk:api peta dengan skalla paling kecil l :  1 00 .000 
(satu berbanding seratus ribu) dan rencana perlindungan 
dan pengelolaan ekosistem ga.mbut Kabupaten/Kota terdiri 
dari fungsi budidaya dan fungsi lindung yang dilengkapi 
peta dengan skala paling kecil 1 : 50 .000 (satu berbanding 
lima puluh ribu) . 

Pasal 7 

( 1 )  R:encana Perlindungan dan Pengelolaan Eko,sistem Gambut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit 
memuat rencana: 
a� vemanfaa.tan dan ( atau 9encadangan Ekosistem 

Gambut; 
b. pemeliharaan dan pedindungan kualitas dan/ atau 

fungsi Ekosistem Gambut; 

c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan 
pelestarian Ekosistem Gambut; dan 

ct  adaptasi dan .mitigasi terhadap perubahan ildim. 
(2) Rencana Pedindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 

sebagaimana dimaksud pada ayat i (l ) harus 
memperhatikan: 

a. keragaman karakter fisik dan biofisik fungsi ,ekologis; 

b. sebaran potensi sumber daya alam; 

c. perubahan ildim;. 

d .  sebaran penduduk; 

e. kearifan lokal; 

f. aspirasi masya:rakat; dan 

g. rencana tata ruang wilayah· 

(3) Rencana P·erlindungan dan Pengetolaan Ekosistem Gambut 

merupakan bagian darl Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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Pa al 8 

( l) Gubernur atau Bupat i/Walikota dapat mengusulkan 

perubahan fungsi Ekosistem Gambut dengan fungsi 

budidaya m.enjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi 

lindung. 

1(2) Dalam hal Ekosistem Gambut dengan . fungsi budidaya 

diu bah menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung 

se bagaimana dimaksud pada ayat ,( 1  ) ,  Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang 

telah diteta.pkan sebagrumana dima_ksud dalam Pasal 6 

ayat ( 1 ) dan ayat (2) harus dilakukan peru bahan .  

(3) Gubemur a.tau Bupati/ Walikota dalam mem bua t 

perubahan at.as Rencana Perlindungan clan Pengelolaan 

Ekosist em Gambut harus mendapat rekomendasi teknis 

dari Menteri. 

Pasal 9 

( 1 )  Gubernur memimpin secara langsung dan/ atau menunjuk 

K. epala Perangk:at Daerah Provinsi sesuai tugas dan fungsi 

untuk menyusun R:encana Perlindungan dan Penge lolaan 

Eko-sistem Gambut yang berada di wilayah Provinsi . 

(2) Bupati / Walikota memimp·n secara . langsung dan / atau 

menunjuk Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota 

untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut yang berada di wilayah 

Kabupa.ten/ Kota. 

(3) Penyusunan R.encana Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Ga.mbut Pr ovinsi sebagaiman a  dimaksud pada 

ayat ( 1 ) dilakukan d.engan meli.batkan Bupati/ Walikota 

yang .mempunyai sumberdaya lahan gambut. 

(4) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut Kabupaten/ Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dan 

konsultasi dengan Gubemur dan Kepala Peran gk at Daerah 

Provinsi. 

(5) Penyusunan dan pene t apan rencana perlindungan dan 

pengelolaan ekosiste.m gambut mengacu pada hasil 

inventarisasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan 

dengan tahapan kegiatan 

a. peme aan dan veriflkas · lahan gambut dalam rangka 

menentukan fungsi budida a dan fungsi lindung; 
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b .  identifikasi dan inventarisasi kualitas, keragaman fisik 

dan biofisik fungsi ekofogis, kerusakan-kerusakan dan 

peluang pemulihan ekosistem ganibut; 

c. identifikasi, inventarisasi dan verifikasi sebaran 

penduduk, wilayah pemanfaatan, aspirasi masyarakat, 

penguasaan dan/ atau kepemilikan serta aks,es dan 

kontrol masyarakat disekitar kesatuan h "drologi 

gambut (KHG}; 

d .  melakukan analisis data lapangan;. dan 

e:.  penyusunan dokumen untuk baseline data. 

(6) Pela_ksanaa n hasil inve tarisasi clan verifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara partisipatif 

denga:n. melibatkan u • sur Pemerintah sesuai dengan 

jenjangnya, Perangkat daerah terkait, Perguruan Tinggi , 

Kelompok Tani, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Ifelompok 

Perempuan, Forum Para Pihak dan Lembaga Non 

Pemerintah yang bergerak dalam bidang lingkungan : ·aup 

d.an kehutanan. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pe.taksanaan hasil 

inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal 1 0  

( 1 )1 Gubemur dan Bupati/W alikota harus membangun, 

menyusun, mengembangkan dan menyediakan sistem data 

clan infonnasi sumberdaya gambut yang terintegrasi.. 

(2) Dalam membangun, menyusun, mengembangkan dan 

menyedialran sistem data. dan infonnasi sumberdaya 

gambut yang terintegr-a.si sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( l l ,  Gubemur dan Bupati/Walikota menunJuk 

Lembaga ata.u Perangkat Daerah yang sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(3) Sistem data da.n informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) digunakan sebagai � 

a. perencanaan; 

b.  pengambilan keb��akan; 

c. pe !aksanaan kebijakan; clan 

d.  pemantauan dan evaluasi. 
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Bagian Ketiga 

Pemanfaatan 

Pasal 1 1  

( 1 )1 Setiap Orang yang memanfaatkan Ekosistem Gambut 

wajib menyesuaikan dengan Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan oleh 

Gubemur dan Bupati/Walikota. 

(:2 ) Pemanfaatan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud 

pada ay.at ( 1 ), wajib dilakukan dengan menjaga fungsi 

hidrologis Gambut. 

(3) Ketentuan ebih lanjut mengenai upaya menjaga fungsi 

h idrologis gambut diatur dengan Peraturan Gubemur. 

Pasal 1 2  

( 1 )  Pemanfaatan Ekosistem Gambut dapat dilakukan pada 

Ekosistem Ga_mbut dengan fungsi 

a. lindung; dan 

b. budidaya. 

(2)1 Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada Ekos·stem. Gambut 

dengan fungsi Undung sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  1 uruf a dapat dilakukan secara terbatas untuk 

kegiatan: 

a. peneli.tian; 

b.  i lmu pengetahuan; 

c. pendidilran;. dan/ atau 

d. jasa lingkungan. 

(3) Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada Ekosistem Gambut 

dlengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  huruf h d9:pat diman:faatkan untuk semua kegiatan 

sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut. 

Bagian Keempat 

PengendaJian 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 1 3  

, ( 1) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pengendalian 

kerusakan Ekosistem Gambut. 
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(2 )  Upaya pengenctaJian keru.sakan Ekosistem Gambut 

sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( 1)1 terdiri atas : 

a .  pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut; 

b. penanggtdangan kerusakan Ekosistem Gambut; dan 

c. pemulihan keru.sakan Ekosistem Gambut. 

(3 ) Upaya pengendalian sebagai:mana dimaksud pada ayat (2) 

dilakuka:n o,leh pe:rangkat daerah yang menan_gani urusan 

lingkungan hldup dan kehutanan clan berkoordinasi 
dengan pihak-pihak terkait. 

Paragtaf 2 

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut 

Pasal 1 4  

Pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan 

cara; 

a. penyiapan peraturan teknis; 

b. pengembangan sistem deteksi dini; 

c. penguatan kelembagaan perangkat daerah dan ketahanan 

masyarakat; 

d. penyiapan sar:ana prasarana alat pemadam kebakaran; 

e. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan tek:nis 

penyiapan lahan tanpa bakar kepada masyarakat dan 

penanggung jawab izin; 

f. bantuan sarana produksi kepada masyarakat yang 

memanfaatkan lahan gambut pada areal sesuai dengan 

rencana. pedindungan dan pengelolaan ekosistem gambut 

dalam ranglra peningkatan ekonomi masyarakat; dan 

g. pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas 

kebakaran. 

Pasal 1 5  

( l l  Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

memanfa.atkan Ekosistem Gambut dengan fungsi buclidaya 

wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dan memperoleh izin 

lingkungan dari Gubemur dan Bupati/Walikota. 

(2 ) Persyaratan dan tata cara permohonan izin lingkungan 

sebagaimana. dima.ksud pada ayat ( 1 )  d.ilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 
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Paragraf 3 Penanggulangan Kerusakan Eko-sistem Gambut Pasal 16 ( 1) P;enanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pem__aniaat.an Ekosistem Garn.but yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Grunbut d. dalam atau di luar areal usaha d.an/atau kegiatan wajib melakukan penanggula.ngan sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 13 ayat (2) huruf b sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan. (2) Penanggulangan kerusak:an Ekosistem Gambut s.ebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  w.ajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/ ata.u kegiatan terhadap kerusakan akibat: a.  erjadinya kebakaran Gambut; b. te:reksposnya ·sedimen berpirit dan/ atau kwarsa; -c. pembangunan drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering; dan/ atau d.  pembukaan lahan pada Eko,sistem Gambut. 

fl. .... ....,... k  ... , +  
'-..l c.1,.1..!L.1. V Y \.-sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. pemadaman keba.k:aran; b. pengjsolasian area yang sedimen berpiritnya dan/ atau kwarsanya terekspos; c. pembuatan sekat atau bangunan pengendali air; dan/at.au d. cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif erhadap Ekos· stem. Gambut. 

Pasal 1 7  Dalam hal penanggung jawab usaha dan/ atau kegia.tan tidak me 1akukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud da!lam Pasal 16 d.engan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya terjadi keru.sakan, Gubernur ses.uai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk m,elakukan. penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan. 
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Pasal 1 8  (1) Dalam hal penanggung j a:  ab usaha dan/atau kegiatan tidak melalrukan penanggulangan; biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sebaga:imana dimaksud dalam Pasal 17 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan . ,(2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana d1maksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Gubernur denga.n penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. 
Paragraf 4 Pemulihan Ke:rusakan Ekosistem Gambut Pasal 1 9  ( 1 )  Pemulihan kerusakan Eknsistem Gambut sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 13 ayat (3i huruf c dilaksanakan oleh: a. Pemerintah Provmsi sesuai kewenangannya untuk: 1 .  kawasa.n hutan lindung yang tidak dibebani iz1n u�aha dan/ atau kegiatan; 2 .  kawasan hutan p�oduksi yang tidak dibebani izin u�1ra: dtt.tr/ttO:iCC �a:,larr;· 3 . taman hutan raya yang tidak dibeba.ni izin usaha dan/ atau kegiatan; dan 4. ar,eal penggunaan lain1 tennasuk lahan yang dikelola o.leh masyarakat lokal dan/atau masyaraka.t hukum ad.at. b. Penanggung jawab usaha dan/ at.au kegiatan, untuk areal usaha dan/ atau kegiatan. (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang m.elakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem G-arnbut didalam atau diluar areal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )1 huruf b wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan. (3) Pemulihan di dalam dan di luar areal usaha dan/ at.au kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat '(2) wajib dilaksanak:an oleh pe.nanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terbadap kerusakan sebagaimana dimaksud dalrun Pasal 16 ayat (2), . 
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Pasal 20 

( 1 )  Pemulihan. kerusakan Ekosistem Gambut sebaga·mana 

dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui kegiatan : 

a . pemulihan daya dukung lingkungan Ekosistem Gambut; 

dan 

b. pemulihan daya dukung sosial ekonomi melalui 

partisipas · m.asyara.kat pad.a Ekosistem Gambut. 

(2) Guna percepatan pemulihan �erusakan Ekosistem Garn.but, 

Gubernur dan/ atau Bupati./Walik:ota dapat menyusun 

pe:rencanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  yang dijabarkan daJam: 

a. Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut; dan 

b. Rencana Tindak Tahunan Pemulihan Ekosistem Gambut. 

(3), Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dan Re , ,cana 

Tindak Tahu.nan Pemulihan Ekosistem Gambut 

sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) disusun pada tingkat 

Provinsi dan / atau Kabupaten/ Kota. 

(4) Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 5 (lima) 

ta.bun dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur 

dan/ at.au Bupati/Walikota. 

(5) Rencana Tindak Tahunan Pemulihan Ekosistem Gambut 

berlaku :selama 1 (satu) tahun dan ditetapkan mela:lui 

Keputusan Gubernur dan/ at au Bupati/Walikota. 

,(6) Proses penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem Oambut 

dan Rencana Tindak Tahunan Pemulihan Ekosis .em 

Gambut dilaku.kan dengan melibatkan masya.ra.kat dan 

semua pihak yang berkepentingan terhadap upaya 

pemulihan ekosistem gambut. 

Pasal 2 1  

( 1 )  Pemulihan daya dtiku.ng lingkungan Ekosistem Gambut 

sebagaimana climaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1 ) huruf a 

dilakukan deng;m cara 

a. rehabilitasi;. 

b .  restorasi ; dan / at.au 

c .  cam. lain sesuai dengan perkembang:an ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
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(2) Upaya pemulihan daya dukung lingkungan ekosistem ga.mbut disusun melalui kajian ilmiah dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan /  a tau Kabupaten/ Kota. 

Pasal 2 2  ( 1) Pemulihan daya dukung sosial ekono-mi Gamibut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ,(1) huruf b dilakukan melalui k:egiatan . a. pe:rbaikan penghidupan ma.syarakat yang berada da.lam Ekosistem Gambut; b. peningkatan kesadaran dan penguatan keterampilan masyar.akat dalam mengelola Ekosistem Gambut secara lestari; c. kejelasan hak pengelolaan masyarakat clidalrun Ekosistem Gambut; d .  penyelesaian sengket.a dan konflik pengelolaan Ekosistem Gambut; cl.an e .. kegiatan lain yang dianggap perlu se-suai dengan kondis� kerusak.an gambut dan kekhasan lokal yang dirnili.ki Ekosistem Gambut. (2)  Upaya pemulihan daya dukung sosial ekonomi disusun mel:alui kajian ilmiah yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan Kabupa.ten/ Kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut diatur dengan Peraturan Gubemur. Pasal 23 ( 1 ) Dalrun hal pemmggung jawab usaha dan/ atau pelaku kegiat.an tidak melakukan pemuli.han kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya terjadi kerusakan� Gubemur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut atas beban. biaya penanggung jawab usaha cl.an/ atau kegiatan. 
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1(2) Dalam hal pemuJihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
- -

20 merupakan ald at kebakaran dan penanggung jawab 

usaha clan/ atau kegiatan tidak melakukan pemutihan 

kernsakan Ekosistem Gambut dalam jangka waktu paling 
lama 30 (tiga puluh} hari sejak diket.ahuinya terjadi 

kebakaran, Gubemur clan Bupati/Walikota. melakukan 
pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut ata.s beban 

biaya penanggung jawah usaha dan/ atau kegiatan untuk 

pe. aksanaan lapangan. 

PasaJ 24 

( l)i Da1am hal penanggung jawab usaha dan/atau kegjatan 

tidak melakukan pemulih.an, biaya yang dibebankan 

kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan 

sebagaimana dimaksud d alam Pasal 23 ayat ( 1) 

diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan. 

(2) Besaran kerugian Hngkungan sebag.aimana dimaksud 

pada ayat ( l l ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 
Gubemur dlengan penanggung jawab usaha dan/ atau 

kegjatan. 

Bagian Kelima 

Pemeliharaan 
Pasal 25 

Pemeliharaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui upaya: 

a. pencadangan Ekosistem Gambut; dan/ atau 
b. pelestar�an. kerusakan Ekosiste.m Gambut sebagai 

pengendali dampak perubahan iklim. 

Pasal 26 
( 1)1 GU:bernur melakukan Pencadangan Eko,s.istem Oambut 

sebagaimana climaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan 

menetapkan Ekosistem G.ambut yang tidak dapat dikelola 

dalam jangka waktu tertentu. 

(2) Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam 
jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

( l l meliputi: 
a .  Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang luasnya 

kurang dari 30% ftiga puluh per seratus) dari luas 
Kesatuan Hidro ,ogis Gambut pada wilayah provinsi dan 
kabupaten/ kota; 
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b .  Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya yang 50% 
(lima puluh persen) dari luas,, ya telah diberikan izin 

usaha dan/ atau kegiatan melampaui kri:teria baku 

ke:rusakan; 

c.  Ekosistem Gambut yang ditetapkan untuk moratorium 
pemanfaa.tan berdasarkan Peraturan Perundang­

undangan; dan/ atau 

d .  Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya yang telah 

clitetapkan perubahan fungsinya menjadi fungsi 

lindung ,oleh Menteri .. 
(3) Penetapan Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola 

dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2 ) dicantumkan dalam Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistern Gambut Provinsi. 

Pasal 27 
( 1 )1 Pelestarian fungsi Ekosistem Gambut sebagai pengendali 

dampak perubahan ikUm sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 huruf b dilakukan melalui upaya: 

a . mitigasi perubahan iklim; dan 

b.  adapta:si perubahan iklim. 
(2), Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Keenam 

Tata Kelola Hidrologi Garnbut 

Pasal 28 
( 1 ) Tata kelola hidrologi gambut sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 buruf e meliputi: 

a .  pembangunan sekat kanal dan pintu air; dan 

b. pengUkuran muka air tanah. 
(2)

1 Pembangunan sekat kanal sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) huruf a harus memperhitungkan: 

a. tinggi muka air tanah; 

h tinggi. puncak sekat kanru dan saluran pembuangan 
jika sekat kanal dilengkap· dengan saluran 
pembuangan; dan 

c.  perbedaan tinggi muka air tanah dibagian hu.Iu sekat 

kanal d.engan bagian hilir. 



 

-20-(3)1 Pengukuran muka air ta.nab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b pada eko-sistem g_ambut ditentukan pada titik kontriol pengawasan yang disebut titik penaatan. 1(4) Ketentuan mengenai pembangunan sekat kanal dan pengukuran air tanah sebagaimana dimaksud pada aya.t ,( 1 )  sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­_ u ,dangan. 
BAB Ill PERLlNDUNOAN HAK MASYARAKAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KAWASAN EKOSISTEM GAMBUT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Eagian Kesatu Perlindungan Hak Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Ekosistem Gambut Pasal 29 ( l } Gubemur memberikan pengakuan terhadap sistem perlindungan Ekosistem penting di wilayah adat yang dikelora. oleh masyarakat dan MHA. (2) Gubernur wajib melindungi bak masyarakat dan MHA atas kepemilikan. ta.nab, penguasaan Iahan/ barang, akses dan kontrol sumber daya alrun di lahan gambut pada wilayah lintas kabupaten/ �ot.a. (3) Masyarakat dan MHA sebaga.imana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: a.. kepemilikan lahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;. b . pemanfaatan lahan sebagai wilayah penghidupan masyarakat untuk kegiatan pertanian,. perkebunan, peternakan, perikanan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari lahan gambut; dan c. hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 30 ( 1) Perlindungan Hak Masyarakat dan MHA ditentukan dengan mengacu pad.a basil .�nventa.risasi dan verifikasi lapangan. (2 ) Pelaksanaan hasil inventarisasi clan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan basil 

inventarisasi dan verifikas.� sebagaimana dima.ksud pada 

ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Ba�an Kedua 

Pemberdayaan Masyarakat cl.an Desa 

Pasal 3 1  

( 1 ) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan pemberdayaan 

masyarakat dan/ atau Desa untuk Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem Gambut. 

·(2) Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat i( 1) merupakan kerangka program 

untuk intervensi pembangunan pada Desa atau kelurahan 

di dalam dan sekitar ekosistem Gambut. 

(3) Pemberdayaan Masyarakat dan/ atau Desa sebagai:mana 

ctimaksud pada ayat ( 1) meliputi kegiatan: 

a .. kelembagaan untuk pengelolaan hidrologi dan lahan; 

b .  kerja sama antar Desa; 

c. pemberdayaan ekono:mi; 

d . penguatan pengetahuan lokal; dan 

e. kesiaps.iagaan Masyarakat Desa dalam menghadapi 

bencana kebakaran gambut. 

BAB IV 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 32 

( 1 )  Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 

Gambut dilaksanakan dengan mdibatkan peran serta 

Masyarakat. 

(2) Per:an serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pad.a aya 

( 1 ) meliputi: 

a. penyusunan perencanaan; 

b. pengembangan kawasan; 

c. penelitian dan pengembangan; 

d. pembiayaan; 

e .  pe.mberdayaan; 

f. pengawasan; 

g. pengembangan sistem data d:an m:fonnasi; 

h.  pengembangan kelemba,gaan; dan/ at.au 

i. penyusunan pedoman perlindungan dan Pengelolaan 

e�osistem gambut. 

r 
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(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dapat dilakukan. dalam bentuk: 

a. ikut serta d.alam pemanfaatan, pengendalian dan 

pemel iharaan ekos.� s em gambut; 

b. ilrut se:rta menjadi tim kerja yang dibentuk oleh 

pemerintah provins� dan/ atau kabupaten/kota untuk 

melestarikan ekosistem gambut; 

c. perriberian usulan t tanggapan� pengajuan keberatan, 

saran perbaikan, dan bantuan; atau 

d. melakukan penyuluhan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran se'l"ta 

masyarakat diatur dengan Pera.tu.ran Gubemur. 

BAB V 

KERJASAMA 

Pasal 33 

( 1 )1 Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama. dengan 

le,, ,baga a.tau organisasi lokal, nasional dan interna.sional 

di bidang lingkungan hidup dan kehut.anan unruk 

menyelenggarakan Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekasi-stem Gctaiaat. 

(2) Kerjasama sebag�a dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat 

berupa; 

a. tukar menllkar informasi tentang e:kosistem gambut; 

dan 

b. kerjasama berupa pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi terkait pengelolaan gambut. 

(3) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Per aturan 

Perundang-Undangan. 

BAB VI 

INSENTIF DAN DISINSENTIF 

Pasal 34 

,( 1) Gubemur dan/atau Bupati/Walikota dapat memberikan 

insentif kepada Setiap Orang, Badan dan./ atau Desa yang 

melakukan Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem 

Gambut. 
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(2), Keten:tuan lebi ' lanjut mengenai pemberian insentif 

sebagaimana dimaksud pada aya ( 1 )  diatur dengan 

Peraturan Gubernur. 

Pasal 35 

( 1 )  Gubemur dan/ atau Bupati/Walikota dapat menerapkan 

Disinsentif kepada setiap Orang, Sadan dan/ atau Desa 

apabila: 

a. tidlak memenuhi kewajiban perlindungan; 

b. tidak: menaati norm.a
) 

standar, p osedu , dan kriteria 

pemberian insentif; dan 

c.  melakukan pengalihfungsian 

men�batkan kerusa.kan ekosistem. 

lahan yang 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai p mberian disinse· tif 

sebagaimana dimaksud pada aya ( I )  diatur dengan 

Peraturan Gubernur. 

BAB VII 

PENYELESAIAN SENGK
E
TA 

Pasal 36 

( 1 )  Penyelesaian sengketa dalam melakukan pengelolaan dan 

pelestarian Ekosistem Gambut dilakukan secara 

mus awarah· · · m ,fr- 1 
........ t di l • · · dilan· · · • y u � . uar penga . 

(2) Dalam. hal penyelesaian sengketa di uar pengadilan 

dinyatakan tidak berhasU oleh salah satu atau para piliak 

yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat clitempuh 

melalui pengadilan. 

(3) Ketentuan mengenai mekanisme penyclesaian sengketa. 

sebagaimana. dimaksud pada ayat U) dan ayat (2) sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB VIII 

LARANGAN DAN SANKSI 

Pasal 37 

Setiap Orang dan/ atau Badan dilarang: 

a. membuka lahan baru (land cle,aring) sampai 

ditetapkannya zonasi fungsi 1indung clan fungs' bud· daya 

pad.a areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu; 

b. membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut 

menjadi kering; 

c. membakar lahan gambut dan/ atau melakukan 

pemhiaran terjadinya pembakaran; dan/ at.au 
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d .  melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan 
terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem 
Gambut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 

Pasal 38 
( 1 ) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya menerapkan sanksi administratif. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 

terdiri atas: 
a . teguran tertuUs; 
b . paksaan pemerintah; 

c .. pembekuan izin lingkungan; atau 
d .  pencabutan izin lingk:ungan. 

(3) Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
meliputi : 
a .  penghenti · sementara kegiatan; 
b. pemindahan sarana kegiatan; 
c . penutupan saluran drainase; 
d .  pembongkaran; 
e . penyitaan barang atau alat 

.menirnbulkan pelanggaran; 
yang berpotensi 

l tindakan lain yang bertujuan 
pelanggaran dan tindakan 
lin kun· · - · h "d- · dan· · / t 

untuk menghentikan 
memulihkan fungsi 

· g •. gan 1 up, _ _  , a .au 
g. penghentian sementara seluruh kegia:tan. 

Pasal 39 
( 1 ), Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambu yang 
melanggar ketentuan Pasal 1 6  ayat {l } dan ayat (2) , Pasal 
1 7; Pasal 1 9  ayat 1(2) dan ayat (3)

1 ; Pasal 23, dan Pa.sal 37 
dikenakan. paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (3) . 

(2), Dalam hal penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan 

tidak melaksanakan paksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 ayat (3), , GubernUI' memberikan sanksi 

administratif berupa pembekuan rain lingkungan. 
(3) Dalrun :hal penanggung jawab usaha dan/at.au kegiat.an 

tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan iz1n 

lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 

Gubernur member ikan sanksi administratif berupa 
pencabutan izin lingkungan. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kri teria dan Jangka waktu 

pemenuhan terhadap ketentuan paksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat {3} diatur 

dengan Pe:ratu, an Gubemur. 

BAB IX 

KELEMBAGAAN 

Pasal 40 

1( 1 )  U ntuk melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut di Provinsi Sumatera Selatan ' 

Pemerintah Provinsi telah membentuk Tim Restorasi Gambut 

Provinsi Sumatera Selatan melalui Perangkat Daerah yang 

menangani urusan. Pemerintahan bidang Kehutanan . 

(2), Kete n tuan lebih lanj ut mengenai kelembagaan dilaksanakan 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 

BAB X 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI 

Pa sal 4 1  

,( 1 )  Gubernur atau Bupa:ti /Walikota melakukan pembinaan , 

pengawasan clan evaluasi at.as perlindungan dan 

pengelolaan Ekosis tem Gambut sesua dengan 

kewenangannya. 

(2) Gubernur atau Bupaf / Walilwt.a dapat mendelegasikan 

kewenangan nya dalam melakukan pembinaan, 

pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ,( 1 )  kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab 

di bidang perlindungan dlan pengelolaan lingkungan hidup . 

{3 ) Dalam melaksanak:an pem binaan, pengawasan , dan 

eva luasi, Gubernur atau Bupati / Walikota menetapkan 

pejaba pengawas lingkungan hidup yang merupakan 

pejaba fungsiona l. 

(4) Ke tentuan le bih lanj :ut mengenai penetapan pejabat 

pengaw as lingkungan hidup diatur dengan Keputusan 

Gubemur atau Bupati / Wal
i

kota sesuai dengan 

kewenangannya . 

Pasal 42 

Pembinaan sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 4 1  ayat ( l) 

berupa: 

a. pendidikan clan pelatihan untuk pencegahan dan 

penanggulangan kerusakan ekosistem gambut; 



 

b. penyuluhan me genru, peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan pengusahaan ,ekosistem gambut; 
dan / atau 

c. bimbingan teknis, untuk peningka' an kesadaran dan 
partisipasi pelaku usaha perkebunan dalam rangka 
pengusahaan ekosistem gambut berkelanjutan. 

Pasal 43 
:( 1) Peng,awa.san sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 1  ayat 

(1 ) dilakukan terhadap: 
a. pengusahaan ekosistem gamhut untuk. menghindari 

kerusakan lingkungan; cl.an 
b. penanggulangan dampak dan pemulihan fungsi 

lingkungan hidup yang telah dilakukan berkaitan 
dengan kerusakan ekosistem gambut. 

(2) Pengawa.san sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  
ditindaklanjuti dengan pelaporan, pemantauan dan 
evaluasi. 

(3) Masyarakat/Lembaga/ Organisasi Masyarakat Sipil yang 
bekerja pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan 
dapat melakukan kegiatan pemantauan pengendalian 
ekosistem gambut dalam wilayah kabupaten/kota dan 
lintas kabupaten / kota dengan berkoordinasi kepada 
pemerintah setempat sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 44 
( 1 ) Gubemur atau Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya wajib melakukan evalu,asi terhadap setiap 
orang yang melakukan pelangga.ran pemanfaatan gambut 
yang tidak sesuai de.ngan rencana perlindun,gan dan 
pengelo,laan ekosistem gambut. 

(2) Penentuan kriteria pelanggaran ditentukan berdasarkan 
hasil kegiatan penga.wasan lapangan yang dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB XI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 45 
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Garn.but 
dibebankan p,ada 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; 
b. sumber lainnya yang sah dan tidak m,engikat. 
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BAB XII 
PENYID KAN 

Pasal 46 

( 1 ) Penyiclik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Provinsi b rwenang khusus sebagai penyidik 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
P,erlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan 
melakukan koorclinasi d ibawah pengaw.asan penyidik Polri 
sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. 

{2J Wewerumg penyidik sebagaimana dimaksud pa.da _ ayat ( 1 )  
meliputi : 

a .  menerima; mencan., m.eng umpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan 6.ndak 
pidana agar keterangan atau laporan ter ebut me [iadi 
lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencan dan mengumpulkan keterangan 

mengenai setiap orang tentang kebenaran perbuatan 
yang dilakukan; 

c.  meminta keteI'angan clan bahan bukti dari s-etiap orang 
sehubungan dengan tindak pidana; 

d .  meme:riksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen 
lain berkenrum dengan tindak pidana di bidang 
kebakaran lahan dan/ atau hutan; 

e .  melakukan penggeleda.han untuk mendapatkan bah.an 

bukti pembukuan, pencat atan dan dokumen-dokumen 
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
teraebut; 

f. memmta bantuan tenaga ahli. dalam rangka pelaksanaan 

tu,gas penyidikan tindak pidana di bidang kebakaran 
lahan cl.an/ at.au hutan; 

g. menyuruh berhenti atau seseorang meninggalkan 

ru.angan atau tempat pad.a saat pem,eriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang atau 

dokumen yang clibawa sebagaimana dimaksud pad.a 
uruf e ;  

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
di bidang kebakaran lahan, dan/ atau hutan; 

1 .  memanggil orang untuk dideng.ar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tersangk:a atau saksi; 
J .  mengad.akan penghentian penyi.clikan; 

k. melakukan tindakan lain yang 
kelancara.n peny1dikan tindak 

diperlukan 
.d di. pt ana . · 

untuk 
bidang 
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Diundangkan eliPalembang
pada tanggal l' April 2018

~~~~~~ DAERAHPROVI,"lSI
,? SELATAlI,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1" April 2018

G.1!~~M-8 SUMATERASELATAN,

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga1 eliundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam .Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

"

BABXIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal48

BAB XIII
KETENTUANPIDANA

Pasa147
Setiap Orang yang dengan sengaja dan/ atau karena
kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasall1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasa116
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37
dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan.

memberitahukan dimulainya penyiclikan dan menyampaikan
hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

(1)ayatpadadimaksudsebagaimana(3)Penyiclik

kebakaran lahan danj atau hutan menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan,
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto 
 
 

H. ALEX NOERDIN 

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN, 

 
dto 

 
 H. NASRUN UMAR 


